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Abstract:

The high public interest in using paylater in the market is proof that paylater
is an important thing. In the midst of limited costs and very high levels of
need, people have chosen paylaters. But on the other hand, paylater falls into
the category of usury practices which are prohibited by religion. So, through
this qualitative research, a solution is sought that can prevent the use of
paylaters from usury practices. The solution in question is to switch to the
bai' atitagshid contract and the murabahah contract.
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PENDAHULUAN

Di era digital seperti sekarang, banyak aspek kehidupan manusia sangat
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak terkecuali di
bidang keuangan dan finansial. Sektor ini akan terus berkembang dan memainkan peran
penting seiring dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah teknologi informasi
di bidang keuangan yang juga dikenal sebagai Financial Technology (fintech). Fintech
pertama kali muncul di tahun 2004 oleh Zopa, suatu lembaga keuangan di Inggris yang
menjalankan jasa peminjaman uang yang dewasa ini telah berkembang menjadi berbagai
jenis aplikasi untuk berbagai transaksi.(Aulianisa, 2020).

Penyesuaian sektor finansial dengan perkembangan teknologi dalam bentuk
fintech tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga tumbuh dengan pesat di negara
berkembang seperti Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Fintech dalam
pemahaman sederhana merupakan gabungan antara layanan jasa keuangan dengan
pemanfaatan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi modern.
(Aulianisa, 2020).

Secara inheren fintech sama sekali bukan pengembangan baru dalam industri jasa
keuangan. Meskipun demikian, sampai sekarang intensitas pembahasannya masih tetap

menjadi perhatian banyak pihak, baik di kalangan pengambil keputusan, akademisi, dan
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praktisi bisnis keuangan, dan masyarakat umum sebagai pihak pengguna atau konsumen
fintech. (Nafiah & Faih, 2019)

Dalam konteks ini, telah dikenal juga skema pembayaran Buy Now, Paylater
(selanjutnya disingkat BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode
pembayaran cicilan tanpa kartu kredit, yang sekilas mirip dengan sistem kridit yang
tersedia di bank konvensional.

Fintech merupakan Lembaga intermediasi keuangan yang salah satu fungsinya
menjadi perantara bagi para pelaku transaksi keuangan yang tidak ingin bekerja sama
dengan pihak perbankan karena merasa ribet dan diberatkan. Dalam perkembangannya,
banyak market place atau tempat transaksi online yang memberikan berbagai bentuk
pelayanan di bidang keuangan. Transaksi ekonomi yang dilakukan melalui fintech
kemudian menciptakan beberapa metode pemasaran sekaligus menciptakan skema
pembayaran baru yang lebih praktis dan modern, dengan tujuan untuk memberikan
kemudahan serta menarik konsumen. Layanan yang dilakukan meliputi payment channel
system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) Lending serta
layanan crowd funding. (Murdiah, A., & Bowo, 2020)

Saat ini BNPL atau yang lebih dikenal dengan paylater tengah menjadi opsi skema
pembayaran yang menarik bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. paylater
merupakan layanan pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen
membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dicicil.
Beberapa perusahaan, market palace atau e-commerce telah menyediakan layanan atau
fitur paylater ini, diantaranya adalah GoPay, OVO, Traveloka, Bukalapak, Akulaku,
Shopee, Tiktok, dan Kredivo. (Ulum & Asmuni, 2023).

Satu sisi, hadirnya paylater adalah sesuatu yang krusial, ini dibuktikan dengan
tingginya minat masyarakat dalam menggunakan jasa ini. Hal ini terjadi karena prosesnya
sangat mudah dan membantu masyarakat yang ingin belanja tapi terkendala dengan biaya.
Namun di sisi lain paylater ini bermasalah, khususnya jika dilihat dari kaca mata fikih,
sebab paylater dari aspek yang lain adalah pinjaman berbunga, dimana pihak peminjam
harus mengembalikan nominal lebih tinggi atau ada tambahan dari pinjaman semula
sesuai dengan tenor dan jumlah biaya yang dipilih. Lalu bagaimana solusinya, apakah ada

jalan lain agar transaksi melalui jasa paylater ini bisa terhindar dari riba? mengingat islam
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sangat menekankan status kehalalan dalam perolehan dan penggunaan harta. (Rahmat &
Sabil, 2023).
KAJIAN TEORI
Teori Hutang dalam Fikih
Secara bahasa, gard berarti al-qat (memotong atau memutuskan) karena harta
yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) merupakan potongan (gith’ah)
dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Adapun gard secara istilah
(terminologi) para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing
yaitu:
Mazhab Maliki: Makna gardh secara istilah adalah seseorang memberikan sesuatu yang
memiliki nilai harta kepada orang lain dan akan dikembalikan di kemudian hari dengan
jumlah yang sama.
Madzhab Hanafi: Qardh adalah menyerahkan barang mitsil kepada orang lain untuk
dibayar dengan harta yang sejenis. Yang dimaksud barang mitsil adalah barang yang
dikembalikan memiliki nilai sama dengan barang yang diberikan diawal.
Madzhab Syafi’i: Qard bisa juga disebut silf yang bermakna menjadikan suatu barang
sebagai milik orang lain dengan kewajiban mengembalikan dengan barang yang sejenis.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gard adalah
memberikan harta kepada seseorang tanpa adanya imbalan dan harta itu dikembalikan di
kemudian hari baik dalam bentuk semula atau senilai setelah peminjam mampu
membayar utangnya. Atau gard dapat dimaknai sebagai sebuah kontrak di mana
seseorang memberikan barang atau uang kepada orang lain untuk digunakan dan
diberikan kembali kepada pemiliknya. (Dahmayanti et al., 2024)
Dasar Hukum Qard
Al-Baqarah ayat 245
R ‘,‘-:‘jljiif;\éj G 005 5 58 e A Al Vil U8 0 im0 530 13 0t
“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan
melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah
menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”
Al-Hadid ayat 11
£ 8 530 Al5 A Akalad Gtk W B im % 031 13 G
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“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik?

Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang

sangat mulia (surga)”

Hadis riwayat Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Saw bersabda:

B 5o pesa o 5 Gas el o oo e sl A W Gl N G G 0K ke G Gl
430 05 83l 8 G sl e 8 15 5a V15 L b e

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-

kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-

kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada ovang yang

mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan

di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong

saudaranya.”

Rukun Qard

Dalam akad qard ada tiga rukun yang harus terpenuhi yaitu: Pertama, Ijab Kabul (Shigat),

2 13

format persetujuan dari kedua belah pihak. Seperti “aku memberi pinjaman”, “aku
memberi hutang padamu”, “ambillah barang ini dengan mengganti barang yang sama”,
atau “aku memberikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu memberi gantinya”.
Menurut pendapat yang shahih disyaratkan perlu pernyataan dari pihak yang berhutang
untuk menerima hutang tersebut.

Kedua, Akid. Kedua belah bihak yang berhutang dan pemberi hutang. Fukaha
sepakat bahwa syarat untuk pemberi hutang adalah ahli tabarru’, yakni orang yang
Merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid). Hal ini disyaratkan karena hutang
piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat), oleh karena itu qard tidak sah kecuali
dilakukan oleh orang yang abash melakukan kebaikan.

Ketiga, Ma’qud alaih, yaitu barang yang dihutangkan. Syarat barang yang boleh
dipinjamkan adalah barang barang yang bisa diserah terimakan dan bisa dipesan, yaitu
barang barang yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki karakteristik. Oleh karena itu
barang yang tidak terukur, tidak bisa diidentifikasi, dan juga susah ditemukan tidak dapat
dijadikan ma’qud alaih dalam pinjaman.

Selain itu ada beberapa hukum yang berkaitan dengan akad qard, yaitu: Pertama,

barang pinjaman Ketika sudah diserah terimakan menjadi milik penerima pinjaman
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Kedua, pinjaman boleh diberikan dengan batas waktu atau tidak, tetapi pinjaman yang
tidak diberi batas waktu lebih baik karena mempermudah orang lain. Ketiga, barang yang
dikembalikan oleh orang yang meminjam haruslah barang yang sama dengan barang
sebelumnya atau nilaianya harus sama. Keempat, jika tidak darurat maka barang
pinjaman boleh dikembalikan dimanapun, tetapi jika dikhawatirkan akan terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan pemimjam harus mengantarkannya ke pihak pemberi pinjaman.
(Zuhaili, 2012).

Teori Tentang Riba

Pengertian Riba

Riba secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, berkembang,
berbunga, berlebihan, atau menggelembungkan. Menurut Wahbah al-Zuhaili Riba secara
bahasa adalah tambahan. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba.

Riba secara istilah menurut Abdurrahman al-Juzairi, riba yaitu menambah salah
satu dari dua benda yang dipertukarkan yang jenisnya sama (sehingga lebih banyak) tetapi
tambahan ini tidak ada imbalannya. Menurut Erwandi Tarmizi, riba yaitu menambahkan
beban kepada pihak yang berutang (dikenal dengan riba dayn) atau menambahkan
takaran saat tukar menukar pada salah 1 dari 6 jenis barang ribawi (emas, perak, gandum,
terigu, kurma, dan garam) dengan jenis yang sama atau tukar- menukar emas dengan
perak dan makanan dengan cara tidak tunai (riba ba’i). Menurut Salih Fauzan bin
Abdullah al Fauzan, riba menurut syari’at adalah tambahan pada sesuatu tertentu.

Riba ada yang dinamakan bunga riba. Bunga riba (interes/fai’dah) adalah
tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok
pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan
tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.

Dasar Hukum Riba

Al-Baqarah - Ayat 275

Ualy 1o (e gl el 1508 2 Gl Bl ¢y Sl Adai ol 4385 LS W1 (5338 Y 1o 3805 Gl

2h 5 il Al B Sle a8 hals ali L A8 316 455 G ke e 5els (e T ol a5 5 gl )
O3S g

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali

seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah
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menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya
peringatan dari Tuhannya (menyangkut rviba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa
vang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di
dalamnya.”
Dalam ayat lain Allah berfirman:
Ll Ghe 2¢ie i ash T 5 (aldily (W) 0150 261805 Al 1568 383 153300 a8 5

“Dan disebabkan mereka memakan harta riba, padahal sungguh mereka telah dilarang
darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk
orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.
Hadis dari Jabir

3150 ah 1065 il s 485 A5 Lol 08T Al g e 40 e d 05l Gal 106 i e
"Dari Jabir ra., ia berkata: "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang
memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya." Beliau berkata lagi:
"Mereka semua sama.”" (HR Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang terlibat dalam akad riba akan
mendapat ancaman dijauhkan dari rahmat Allah, adapun yang dimaksud dengan orang-
orang yang terlibat yaitu mereka yang memakan riba, atau tindakan lain yang serupa
dengannya, mereka yang menyediakan dan memberi kesempatan sehingga terjadinya
riba, dan juga mereka yang mendukung dan memperlancar jalan terjadinya riba.
Macam-Macam Riba

Riba terbagi menjadi beberapa macam disesuaikan dengan sifat dan tujuan
transaksi. Pada awalnya riba terjadi karena adanya tambahan dalam penukaran, baik
karena penundaan atau barang serupa. Secara umum riba dapat dibagi menjadi dua, yaitu
riba yang berkaitan dengan utang piutang (riba dayn) dan riba yang berkaitan dengan jual
beli (riba bai’).

Riba utang piutang adalah tambahan tanpa imbalan atas utang yang disyaratkan
oleh pemberi pinjaman kepada peminjam pada saat penutupan akad atau pada saat
penundaan pembayaran utang.

Riba Jual Beli (Riba Bai’) adalah riba yang bersumber dari akad jual beli (bukan

bersumber dari utang). Riba jual beli ini meliputi dua macam, yaitu :
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Pertama, riba fadl, yaitu jual beli uang dengan uang atau makanan dengan
makanan disertai dengan tambahan, misalnya: menjual satu kuintal gandum dengan satu
seperempat kuintal gandum atau satu sa kurma dengan satu setengah sa kurma atau satu
ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham (uang perak).

Kedua, riba nasi’ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang
yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan
waktu. Misalnya seorang pedagang gandum menjual 10 kg seharga 100.000, namun
karena pembeli meminta pembayaran lunasnya dilakukan setelah dua pekan maka
gandumnya dinaikkan harganya menjadi 150.000. (Musyaiqih, 2011)

Hukum Menggunakan Paylater

Marketplace seperti Shopee dan Tiktok akan memberikan pinjaman uang kepada
pengguna yang telah mengaktifkan akunnya dan melakukan syarat-syarat yang diberikan
oleh pihak marketpalce. Apabila pengajuannya telah disetujui, maka pihak marketplace
melalui pihak ketiga memberikan saldo kepada pengguna Paylater dengat limit yang
bermacam-macam sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pihak marketplace,
kemudian pengguna paylater dapat berbelanja di toko manapun dengan metode
pembayaran menggunakan Paylater dan dapat mecicil pembayarannya beberapa kali
sesuai dengan tenor yang dipilih sekaligus membayar bunganya. Adapaun besaran bunga
tergantung tenor yang dipilih. Dan jika terlambat melakukan pembayaran pihak Paylater
memberikan sanksi berupa biaya tambahan kepada pihak yang berhutang. Berdasarkan
gambaran ini maka akad yang terjadi antara pengguna Paylater dan pengguna marketpale
adalah akad pinjaman atau akad gard yang mengambil manfaat.

Maka dalam pandangan fikih muamalah menggunakan Paylater hukumnya haram
karena di dalamnya ada unsur riba. Ibnu Qudamah mengatakan:

A iy 2158 548 55 O T gm0 (K r kel Al ) 06
“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka utang tersebut haram, hal ini
tanpa diperselisihkan oleh para ulama”. (Muwaffaq, 2011).
Ibnu Mundzir juga berkata:
sal 30 AT A b e caltls Lan 330 caludeal) e Jarya 1) caliaall B e 1 gadl ;dal () O
G, dls e
“Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada

orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi
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persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba”. (Muwaffaq,
2011).
METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebab
dalam penelitian ini penulis mencari dan mendeskripsikan konsep upaya penghalalan
Paylater melalui Bai’ Tagsid dan Murabahah. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai
dalam kajian ini adalah studi pustaka karena data-data penelitian tentang upaya
penghalalan Paylater melalui Bai’ Tagsid dan Murabahah didapatkan dengan menelaah
sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN
Solusi Pertama; Bai’ at-Tagsid

Selama ini, jasa paylater di marketplace, baik di Shopee atau di Tiktok diakomodir
oleh pihak ketiga sehingga status utang dan bunga yang ditimbulkan darinya transaksi ini
adalah haram. Sebenarnya, aterhindar bisa terhindar dari riba utang piutang yang terjadi
melalui paylater bisa diberikan langsung oleh pihak penjual, dalam hal ini Shopee atau
Tiktok.

Sebab jika seller yang bertindak sebagai pemberi jasa paylater secara langsung
statusnya bisa berubah menjadi jual beli, dalam hal ini seller menjual produknya kepada
customer secara kredit, bukan menhutangkan. dalam jual beli secara kredit harga jual
yang lebih mahal dari harga jual kontal tetap dibolehkan. Dalam fikih jual beli secara
kredit dikenal dengan istilah bai’ at-tagsid. (Doni, 2024).

Menurut jumhur ulama bai’ at-tagsid hukumnya boleh. Bahkan menurut Ibnu
Hajar pendapat ini sudah atas consensus ulama (kesepakatan) ulama. Diantara dalil yang
dijadikan dasar adalah sebuah riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika Nabi
Muhammad saw pernah menyuruh Abdullah ibn Umar ibn Ash untuk menyiapkan bala
tentara. la kemudian membeli unta secara bertempo dengan harga dua kali lipat harga
cash. Abu Malik Kamal mengatakan bahwa hadis ini cukup terang menjelaskan bolehnya
membeli barang secara kredit meskipun harganya lebih mahal dibanding harga kontan.
(Abu Malik, 2005).

Salah satu pertimbangan logis harga kredit lebih mahal disbanding harga cash
adalah tenggang waktu atau tenor cicilan. Semakin lama tenornya, maka semakin mahal

harga jual barang. Sebaliknya, jika tenornya pendek maka harga jual barang semakin
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murah. bagi pengusaha, waktu itu adalah vang. Sementara di sisi lain perputaran modal
usaha akan macet bila customer membayar dengan cara menyicil. Itulah sebabnya,
customer atau pembeli harus membayar lebih sebagai kompensasi atas macetnya
perputaran modal tersebut. (Doni, 2024).
Dalam rujukan yang sama, Abu Malik Kamal menulis pernyataan sebagai berikut:
Ja 0 s e 350 0 1 s a8 135 10615 0alll G Aas AN Y
“...karena setiap tenggat waktu memiliki (nilai uang) yang harus dibayar. Oleh sebab itu,
harga yang dibeli secara kredit harganya lebih mahal disbanding barang yang dibeli
debgan harga cash.” (Abu Malik, 2005).
Solusi Kedua: Bai’ al-Murabahah al-Amr bi as-Syira’

Supaya belanja melalui paylater bisa halal maka solusi yang kedua dengan cara
paylater bisa dari pihak ketiga. Namun, ia bukan sebagai pemberi utang. Ia berubah
statusnya sebagai penjual. Setelah itu barang-barang yang ada di marketplace dibeli oleh
penyedia paylater kemudian dijual kepada pembeli atau customer. Setelah itu, barang
ditawarkan kepada customer untuk dibeli secara kredit. Akad ini adalah bentuk lain dari
bai' al-tagsid. Hanya saja, para ulama menyebutnya secara khusus dengan istilah "bai’ al
murabahah al-amr bi al-syira".

contoh bai' al-murabahah ini adalah Mahfud bermaksud membeli Hp tanah

seharga 20 juta kepada si Fulan. Tap karena tidak memiliki cukup uang, ia kemudian
datang ke orang lain bernama Rudi. Mahfud meminta Rudi agar membeli Hp tersebut.
Setelah dibeli oleh Rudi, Hp tersebut dibeli oleh Mahfud dengan cara kredit dengan harga
yang lebih mahal. Hal ini diperbolehkan.
Beda halnya jika si Rudi dalam ilustrasi di atas memberikan talangan (panjaman) 20 juta
untuk membeli tanah si Mahfud. Kemudian, Mahfud menyicil kepada Rudi dengan
kesepakatan tenggat waktu tertentu dan dengan nilai lebih tinggi, missal 30 juta. maka
akad yang demikian termasuk riba yang diharamkan.

Dua contoh di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah
harga kreditnya sama-sama lebih mahal daripada harga cash. Perbedaannya adalah kasus
pertama kredit terjadi karena ada akad jual-beli, sementara dalam jual-beli asasnya adalah
muawadah. Maka hukumnya boleh. Sedangkan kasus kedua, kredit terjadi karena ada
akad utang piutang bukan jual beli. Dalam hutang piutang dikenal asas tolong menolong,

maka hukumnya haram bila Anda keuntungan di dalamnya. (Sulaiman, 2020)
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Tetapi sekalipun bai al-tagsid dan bai' al murabahah al-amr bi al-syira’ boleh,
alangkah lebih baik bila selisih harga antara kredit dan cash tidak terlampauh jauh.
Meskipun yang menjadi acuannya adalah adalah masa tenor, namun persentasenya harus
diambang kewajaran. Perlu ada keseimbangan antara kredit untuk membantu orang dan
kredit sebagai sarana mengeruk keuntungan. Ini perlu diupayakan agar debitor tidak
mendzalimi kreditor sebagaimana yang sering terjadi di zaman ini.

KESIMPULAN

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan melalui jasa paylater adalah haram
dikarenakan termasuk akad hutang yang menarik manfaat dan termasuk riba. Maka untuk
menghidari keharaman tersebut bisa melalui cara bai’ at-tagshid (jual beli kredit) atau
menggunakan akad bai al-tagsid dan bai' al murabahah al-amr bi al-syira’.
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